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BAB IV 

KRITIK DAN SOLUSI M. NATSIR  

TENTANG MISSI AGAMA KRISTEN DI INDONESIA 

 

 

A. Kristenisasi di Indonesia 

 

Kristenisasi di Indonesia merupakan program para Zending Barat 

atau missionoris Kristen yang membonceng lewat penjajahan Belanda 

sekitar 3 setengah abad. Mereka itu membonceng dengan fasilitas  

penguasa penjajah sehingga berdirinya gereja-geraja selalu dekat 

dengan keamanan atau mileter. Hal itu suatu realitas yang tidak bisa 

dibantah dan dipungkiri adanya. Bahkan M. Natsir menyatakan bahwa 

Indonesa menjadi sasaran kristenisi, terutama orang-orang Islam yang 

lemah dan miskin yang dilakukan oleh CCPD [Council of Churches 

Partcipation on Devolopment] sebagai proyek utamanya, adalah 

Ethiopia, Kamerun,  Carbia, dan Indonesia.1 

Walaupun di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mempunyai 

aturan undang-undang yang menyatakan bahwa “Orang yang sudah 

beragama, tidak boleh  dipengaruhi untuk berpindah kepada agama 

yang lain”.  Jika orang Islam yang didatangi oleh penginjil untuk 

dipengaruhi macam-macam, maka penginjil itu bisa dikenai sanksi 

hukum. Undang-undangnya memang sama, tetapi pelaksanaannya yang 

                                                           
1 M. Natsir, Islam dan Kristen di Indonesia, {Jakarta: Media Dakwah, 1983},  cet. 3,         

hlm. 244 
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berbeda, sehingga di Singapura dan Malysia, para misonaris tidak berani 

mmemasuki kediaman orang Islam untuk memprovokasi mereka. Jika 

mereka ketahuan tentu bisa dituntut dan dipenjarakan. Beda di 

Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, undang-undangnya  baru 

sebatas tulisan. Prakteknya nol besar. Tidak diterapkan sehingga 

kristenisasi pun leluasa menyebar.2 

Maka wajar, kalau kristenisasi tumbuh subur sejak penjajahan 

hingga kemerdekan Bangsa Indonesia. Bahkan menjamur pada kejadian 

komunis G 30/PKI dengan berani dan terbuka dalam menyebarkan 

agama Kristen di umat Islam. Dalam kaitan ini, M. Natsir menyatakan 

bahwa  Indonesia setelah kemerdekaan menjadi sasaran kristenisasi dari 

segenap penjuru dunia, baik dari Eropa dengan nama “World Council of 

Churehes” yang berpusat di Genewa, dari Vatikan yang berpusat di 

Roma dan berpuluh-berpuluh lembaga misi, maupun dari Amerika 

Serikat dengan Baptis, Advent, Yehova, dan students crusade of christ . 

Mereka datang dengan tenaga-tenaga bangsa asing, berupa pendeta-

pendata, guru-guru, dan pekerja-pekerja social yang dipelopori oleh 

sarjana-sarjana dan mahasiswa ahli riset dengan membawa alat-alat 

modern untuk propaganda agama Kristen, seperti film, caset-caset, dan 

buku-buku, serta kapal penginjil yang mendatangi pantai-pantai dan 

pulau-pulau yang ada di Indonesia, seperti pulau Lombok, Sumatra, 

Kalimatantan, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain.3 

                                                           
2 Irena Handono, op.cit, hlm.  23-24 
3 M. Natsir, op.cit, hlm. 243 
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Lebih lanjut, M. Natsir menegaskan bahwa kagiatan missi 

Kristen/Katolik di Indonesia tampak meningkat setelah meletusnya 

pemberontakan Komunis G. 30 S/PKI. Keluarga orang-orang komunis 

yang ditangkap dan umat Islam yang miskin, menjadi sasaran utama 

mereka. Berpuluh-puluh ribu orang terpaksa masuk Kristen karena 

bujukan dan dana-dana misi tersebut. Organisasi-organisasi misionaris 

itu bermacam-macam dan cara mereka jalankan dalam kegiatannya 

bertentangan dengan pancasila. Kemudian pada tahun 1967 misi 

mereka menunjukkan caa-cara yang sangat menyinggung perasaan 

umat Islam, karena mereka mendirikan  gereja-geraja dan sekolah-

sekolah Kristen di lingkungan kaum muslimin. Geraja dan sekolah 

Kristen tumbuh bagaikan jamur di musim hujan di seluruh pelosok 

Indonesia. Keadaan seperti ini yang menimbulkan peristiwa-peristiwa 

yang tidak diinginkan, seperti perusakan gereja di Maulaboh, Aceh  pada 

bulan Juni 1967, perusakan Gereja di Ujung Pandang [Makasar] pada 

bulan Oktober 1967, dan perusakan sekolah Kristen di Palmerak, Slipi 

Jakarta.4 

Supaya kejadian itu tidak berulang kembali, maka M. Natsir 

menyarankan tiga hal, yaitu [1] Golongan Kristen tanpa mengurangi hak 

dakwah mereka untuk membawa pekabaran Injil sampai ke ujung bumi, 

supaya menahan diri dari maksud dan tujuan program Kristenisasi, [2] 

Orang Islam pun harus dapat menahan diri, jangan cepat-cepat 

melakukan tindakan-tindakan fisik. Hal ini, hanya bisa dilakukan apabila 

                                                           
4 M. Natsir, Mencarai Modus Vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia, {Jakarta: Media 

Dakwah, 1980}, hlm. 7 
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orang Kristen dapat menahan diri, [3] Sementara itu, pemerintah harus 

bertindak cepat terhadap pihak Kristen yang telah tidak mematuhi 

larangan pemerintah, agar tidak timbul perasaan tidak berdaya di 

kalangan orang Islam, seolah-olah mereka tidak mendapat perlindungan 

hukum dan jaminan hukum terhadap rongrongan pihak lain.5 

 

B. Diakonia di Indonesia 

 

Zending-zending Kristen telah melakukan diakonia karena mereka 

menyalagunakan pelayanan masyarakat dan sikap tidak toleransi orang-

orang Kristen terhadap umat Islam. Maka M. Natsir bersama KH. 

Masykur, KH. Rusli Abdul Wahid, dan H.M. Rasyidi mengirimkan surat 

terbuka kepada Paus Yohanes Paulus II melalui Duta Besar Tahta Suci di 

Jakarta, mereka membeberkan lihainya misi Kristen melalui diakonia di 

Indonesia, antara lain: 

1. Memilih desa-desa yang terpencil dan membantu orang-orang 

miskin. 

2. Menawarkan pekerjaan. 

3. Perbaikan rumah. 

4. Pertunjukan-pertunjukan film. 

5. Kursus-kursus latihan gratis. 

6. Meniru kebiasaan  orang Islam. 

7. Menyalahgunakan tranmigrasi. 

8. Membangun gereja-gereja  kapel liar. 

                                                           
5 M. Natsir, Islam dan Kristen di Indonesia, op.cit, hlm. 239-240 
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9. Kawin campur. 

10. Perkumpulan-perkumpulan koperasi. 

11. Menyalagunakan kedudukan. 

12. Pendidikan di sekolah-sekolah Kristen. 

13. Merawat yang sakit dan menguburkan mayat.6 

Atas dasar itu, M. Rasyidi menyatakan bahwa di Indonesia gereja-

gereja  dan sekolah-sekolah didirikan di tengah-tengah desa orang Islam 

dan sawah-sawah yang dibeli oleh misi Kristen dengan harga yang 

mahal. Bahkan mereka membagi-bagi beras, pakaian, uang, dan bahan-

bahan kepada para petani miskin, serta membangun rumah besar, 

tokoh-tokoh, dan club-club, serta menikahi wanita atau lelaki muslim 

supaya menjadi Kristen.7 

Memang benar, bahwa kaum Kristiani telah banyak 

menyalagunakan diakonia atau memberikan batuan atas nama sosial 

tetapi didalamnya adalah untuk kepentingan kristenisasi yang bisa 

menyebakan kecurigaan bagi umat Islam. Hal ini, yang melahirkan konfik 

antar umat beragama di Indonesia sehingga kemajuan bangsa Indonesia 

terganggu dengan adanya ketidakharmonisan antara umat Islam dan 

Kristen  karena menyalagunakan diakoni untuk kristenisasi. Bahkan 

Thohir Luth menegaskan bahwa missi Kristen dengan diakoninya untuk 

Kristenisasi dalam berbagai aspeknya. Kenyataan ini, didasari oleh 

pemerintah karena dengan lahirnya beberapa surat dari pemerintah 

yang bertujuan mengatur tata cara penyiaran agama dan bantuan luar 

                                                           
6Thohir Luth,  op.cit, hlm. 122-123 
7 M. Natsir, Islam dan Kristen di Indonesia, op.cit, hlm. 245-246 
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negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Keputusan-keputusan 

tersebut dituangkan dalam keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 

1978 dan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam 

Negeri No. 1 tahun 1979.8 

 

C. Modus Vivendi di Indonesia 

M. Natsir mempunyai pemikiran khusus soal kristenisasi di 

Indonesia karena kegiatan kristenisasi yang telah melampaui batas kode 

etik beragama yang tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Takut umat 

Islam kehabisan akal timbul tragedi yang paling berbahaya yang 

mengancam nasib kelompok minoritas khususnya dan bangsa Indonesia 

pada umumnya. Maka perlu dicari pemecahannya untuk mencegah hal-

hal yang tidak diinginkan.9 Dalam kaitan itu, M. Natsir  memberikan jalan 

keluar yang terbaik untuk menciptakan kehidupan berdampingan secara 

damai antara Islam dan Kristen untuk sama-sama mengadakan “modus 

vivendi” atau hidup perdampingan.10 

Kalau “modus vivendi ini tercipta kata M. Natsir maka banyak  

yang dapat dilakukan bersama oleh umat Kristen dan Islam adalah  

menghadapi Atheisme dan menahan keruntuhan akhlak yang telah 

melanda masyarakat kita dewasa ini, serta sama-sama berusaha untuk 

memulihkan kesusilaam dan budi pekerti yang sesuai dengan 

warganegara Rebublik Indonesia yang beragama. Alangkah baiknya 

                                                           
8 Thohir Luth, op.cit, hlm. 123 
9 Ibid,  hlm. 124 
10 M. Natsir,  op.cit, hlm. 240 
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golongan Kristen dan Islam timbul kesadaran bahwa sebagai umat 

beragama mereka harus bahu-membahu dan menanggulangi pemulihan 

hidup bersusila dan bermoral dalam masyarakat kita sebagai “proyek 

bersama”. Ini lebih segar daripada menjadikan yang satu sebagai 

sasaran yang lain, seperti yang berlaku sekarang ini.11 

Dalam kaitan “modus vivendi” yang digagas oleh M. Natsir ini, 

menurut Thohir Luth adalah upaya yang patut dihargai oleh pemerintah 

dan semua umat beragama di Negara Kesatuan Rebublik Indonesia, 

karena upaya tersebut menyangkut pemeliharaan stabilitas dan 

kelanjutan pembangunan nasional, baik pemerintah maupun 

masyarakat melalui tokoh-tokoh agama masing-masing, 

memperhatiakan secara sungguh-sungguh, sebab hanya dengan modal 

mengamalkan trilogi kerukunan masyarakat Bangsa Indonesia dapat 

hidup damai.12 

 Jadi, gagasan M. Natsir tentang “modus vivendi” dan “proyek 

bersama” yang sangat berlian dan terbuka bagi umat beragama untuk 

sama-sama membangun masyarakat yang bermoral dan rukun dengan 

damai, serta tidak memaksakan orang lain untuk ikut agamanya, tetapi 

yang sangat terpinting adalah membina umatnya sendiri   dengan baik. 

Bahkan M. Natsir menegaskan bahwa perdamaian Nasional hanya bisa 

dicapai kalau masing-masing golongan agama, di samping memelihara 

                                                           
11 Yusuf Abdullah Puar, Muhammad Natsir 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan 

Perjuangan, {Jakarta: Pustaka Antara, 1978}, hlm. 292-293 
12 Thohir Luth, op.cit, hlm. 125 
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identitas masing-masing juga pandai menghormati identitas golongan 

lain.13 Sehingga M. Natsir mengajukan lima hal, yaitu: 

1. Umat Islam Indonesia sudah mengulurkan tangan mengajukan 

satu modus vivendi demi kerukunan hidup antaragama. 

2. Presiden Suharto sudah berkali-kali menganjurkan agar satu 

golongan agama jangan dijadikan sasaran dakwah oleh agama 

lain. 

3. Menhankam/Panglima ABRI memperingatkan agar jangan 

memakai penindasan atau daya tarik ekonomi dan kebudayaan 

untuk pemindahan agama. 

4. Konferensi  bersama misi Kristen dengan dakwah Islam yang 

berlangsung di Genewa tahun 1976 pun sudah menyadari dan 

menyarankan agar diakonia dihentikan. 

5. Prinsipnya, di tinggkat atas sudah tercapai hasil-hasil yang 

positif. Tinggal realisasinya oleh para pelaksana lapangan 

secara praktisnya.14 

Tokoh agama Kristen memahami hal itu, tetapi mereka menutup 

mata dan menyumbat telinga mereka. Walaupun dilapangan masih 

nyata menjalankan misi dengan sembunyi-sembunyi atau pun dengan 

atas nama bantuan social tetapi isinya adalah misi. Berarti tokoh-tokoh 

Kristen hakikatnya menolak ada “modus vivendi” atau “proyek 

bersama”  karena hal ini akan mengganggu misi mereka. Sedangkan M. 

                                                           
13 M. Natsir, Islam dan Kristen di Indonesia, op.cit, hlm. 209 
14 M. Natsir, Mencari Modus Vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia, {Jakarta: Media 

Dakwah, 1980}, hlm. 37 
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Natsir menginginkan adanya kehidupan berdampingan yang damai dan 

termasuk juga umat Islam di Indonesia menginginkan hal-hal berikut ini. 

1. Antara pemeluk beragama di Indonesia supaya hidup 

berdampingan  secara baik, saling menghargai dan toleransi. 

2. Agar semua agama di Indonesia merasakan arti hidup intern 

umat beragama dengan pemerintah. 

3. Terwujudnya perdamaian antara masyarakat yang berbeda 

agama di negeri ini dengan kepentingan pembangunan 

nasional. 

4. Menghindari terjadinya perang agama sebagaimana yang 

sedang terjadi di berbagai belahan dunia ini. 

5. Mengajak semua manusia dengan perbedaan agama masing-

masing untuk mengamalkan salah satu perintah agama yang 

paling esensial, yaitu keadilan dalam keragaman beragama.15 

Kalau hal ini, dilakukan oleh semua umat beragama dan termasuk 

pemerintah maka terwujudlah hidup damai antar umat beragama, 

bahkan tempat-tempat ibadah aman dan nyaman, serta tidak ada saling 

benci membenci, tetapi yang ada adalah saling hormat menghormati, 

harga menghargai, dan saling bertoleransi di antara mereka. 

D. Toleransi di Indonesia 

 

Toleransi di Republik Indonesia sudah terbina sejak lama karena 

menurut M. Natsir bahwa  Bangsa Indonesia mempunyai sifat istimewa, 

                                                           
15 Thohir Luth, op.cit, hlm. 124 
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yaitu sifat toleransi yang sudah menjadi darah daging  semenjak dahulu 

sampai sekarang.16 Hal ini, yang menjadi modal positif bagi Bangsa 

Indonesi untuk menjadi rukun dan damai di Rebublik Indonesia yang 

berbeda suku, bahasa, dan agama. 

Namun toleransi yang sudah terbina dengan baik tercabik-cabik 

karena ada umat Kristen yang menyalahi kode etika beragama. Bahkan 

M. Natsir menegaskan bahwa Islam mempunyai  kode yang positif 

tentang toleransi sesama beragama yang tidak perlu dikuatirkan oleh 

yang beragama lain, tetapi  Kristen yang unggul dalam bidang material 

dan intelektual untuk mengkristenkan orang-orang Islam yang bisa 

melahirkan satu ekses yang serius.17 

Kalau hal ini, dibiarkan saja atau tidak diindahkan maka akan 

melahirkan ekses-ekses yang lain. Bahkan menimbulkan bahaya bagi 

bangsa Indonesia karena menurut M. Nasir bahwa platform Pancasila 

menghendaki adanya saling harga menghargai di antara golongan-

golongan agama-agama itu. Walaupun Pancasila menentukan adanya 

kebebasan menganut agama antara Islam, Kristen, dan Hindu, bukan 

berarti mengkristenkan orang-orang Islam itu sesuai dengan Pancasila. 

Bahkan itu tidak menghargai Pancasila.18 

Atas dasar itu, M. Natsir menyatakan dengan tegas bahwa Islam 

memberantas intoleransi agama serta menegakkan kemerdekaan 

beragama dan meletakkan dasar-dasar bagi keragaman hidup antar 

                                                           
16 M. Natsir, Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, {Jakarta: Media Dakwah, 2001}, 

cet. 1, hlm. 170 
17 M. Natsir, Islam dan Kristen di Indonesia, op.cit,  hlm.  209. Lihat juga, Yusuf Abdullah 

Puar, op.cit, hlm. 280 
18 M. Natsir, op.cit, hlm. 208 
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agama. Kemerdekaan menganut agama adalah suatu nilai hidup yang 

dipertahankan oleh tiap-tiap muslim dan muslimat. Islam melindungi 

kemerdekaan menyembah Tuhan menurut agama masing-masing, baik 

di masjid maupun di Gereja.19  

Komintmen M. Natsir sangat jelas untuk menghendaki Bangsa 

Indonesia yang rukun dan damai serta bermartabat. Hal ini, nampak 

dalam ungkapan M. Natsir sebagai sosok intelektual Muslim yang 

mengajak kepada segenap cendiakiawan dan agamawan untuk saling 

membangun toleransi yang sehat dan jujur serta adil sebagaimana yang 

telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Bahkan  M. Natsir 

menyatakan komitmenya sebagai berikut: 

“Kami umat Islam berseru kepada seluruh teman sebangsa yang 

beragama lain, bahwa Negara ini adalah Negara kita bersama, 

yang kita tegakkan untuk kita bersama, atas dasar toleransi dan 

tenggang rasa, bukan untuk satu golongan yang khusus. Kami 

berseru, sebagaimana seruan Nabi Muhammad Saw. kepada 

sesama warganegara yang berlainan agama, kami diperintahkan 

supaya menegakkan keadilan dan keragaman di antara saudara. 

Allah adalah  Tuhan kami dan Tuhan saudara. Bagi kami amalan 

kami, bagi saudara amalan saudar, tidak ada persengketaan 

agama antara kami dengan saudara. Allah akan menghimpun 

kita di hari kiamat dan kepada-Nyalah kita sama-sama 

kembali”.20 

 

 Oleh karena itu, toleransi dalam kehidupan Islam bukan toleransi 

yang semu, melainkan toloransi yang jujur dan adil, serta positif. Hal ini, 

                                                           
19 Ibid, hlm. 200 
20 Ibid, hlm. 200-201 
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ditegaskan oleh M. Natsir bahwa  toleransi yang diajarkan oleh Islam 

bukanlah toleransi yang bersifat pasif melainkan aktif dalam menghargai 

dan menghormati keyakinan orang lain. Aktif dan bersedia  untuk 

mencari titik persamaan antar bermacam-macam perbedaan. Bukan itu 

saja, kemerdekaan beragama bagi seorang muslim adalah suatu nilai 

hidup yang lebih tinggi daripada nilai jiwa sendiri. Apalagi kemerdekaan 

agama terancam dan tertindas, walau kemerdekaan agama bagi bukan 

seorang yang beragama Islam, maka seorang muslim diwajibkan untuk 

melindungi kemerdekaan ahli agam tersebut, agar manusia merdeka 

untuk menyembah Tuhan menurut agamanya masing-masing dan di 

mana perlu dengan mempertahankan jiwanya.21 

Oleh karena itu, toleransi di bangsa kita tidak boleh ditakuti dan 

diwaspadai karena orang yang penuh dengan  rasa ketakutan dan 

kekuatiran susah diharapkan pandangan yang jernih dalam nenilai 

sesuatu keadaan. Bahkan ketakutan itu tumbuh di kalangan bangsa kita 

yang tidak seagama dengan kita, terutama yang beragama Kristen yang 

belum cukup menjamin kemerdekaan beragamanya. Maka toleransi 

tidak akan terlaksana dengan baik jika kita tidak mendukung dan 

menyuburkan dalam masyarakat seluruh bangsa kita untuk menjaga 

kemerdekaan beragama yang telah diajarkan oleh Islam dan diketahui 

oleh bangsa kita. Dalam hal ini, M. Natsir menegaskan bahwa Negara 

harus menjaga keragaman hidup dalam bangsa kita yang terdiri dari 

penduduk yang berbeda-beda agamanya perlu ditegaskan antara lain: 

                                                           
21 Ibid, hlm. 205 
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1. Bahwa tauhid pada hakikatnya adalah suatu revolusi rohani 

yang membebaskan manusia dari pada kukungan dan tekanan 

jiwa dengan arti yang seluas-luasnya. Tauhid membebaskan 

manusia daripada segala macam ketakutan terhadap benda 

dan takhayul dalam bentuk apapun juga. Tauhid membawa 

orang iman kepada Tuhan, terhadap siapa dia menundukkan 

jiwanya daripada segala macam paksaan. Adalah sunnatullah, 

bahwa sesuatu keyakinan yang sebenar-benarnya keyakinan, 

tidak dapat diperoleh dengan paksaan. 

2. Agama yang sebenar-benarnya agama, menurut Islam adalah 

agama yang sesuai dengan sunatulllah ini. Yakni tidaklah 

bernama agama jika agama itu hanya berupa buah bibir, 

sekedar pemeliharaan diri dari bahaya luar, tidak tumbuh 

subur di dalam jiwa yang bersangkutan. Berkenaan dengan ini, 

Islam menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ini 

menjadi pokok pandangan Islam terhadap agama pada 

umumnya. 

3. Keimanan adalah karunia Ilahi yang hanya dapat diperoleh 

dengan ajaran dan didikan yang baik, dengan dakwah dan 

panggilan yang bijaksana serta diskusi yang sopan dan teratur. 

Umat Islam berpegang kepada khithah memanggil orang ke 

jalan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an 

“Panggillah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, pendidikan 

dengan baik, dan bertukar pikiranlah dengan cara yang lebih 
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baik”. Orang Islam hanya disuruh memanggil dengan cara yang 

bersih dari segala yang bersifat paksa. 

4. Di dalam pergaulan hidup sehari-hari, di mana berdepatan 

tidak dapat dipertemukan, perbedaan tentang faham, amal, 

dan sebagainya, maka seorang Islam tidak boleh tinggal pasif 

dan tenggelam serta lumpuh hatinya melihat persimpang-

siuran perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan tentang ibadah 

dan agama, tidak boleh menyebabkan putus asanya seorang 

Muslim di dalam mencari titik persamaan yang ada di dalam 

agama-agama itu. Seorang Muslim diwajibkan untuk 

mengambil inisatif, menjernihkan kehidupan antar agama 

dengan memanggil orang-orang yang beragama lain yang 

mempunyai kitab yang perpedoman kepada wahyu Ilahi “Ya 

Ahli Kitab, marilah bersama-sama berpegang kepada kalimah 

yang bersamaan antara kami dan kami, yaitu bahwa kita tidak 

akan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu jua” {QS. Ali 

Imran [3]: 64}. 

5. Umat Islam harus tahan hati dan tidak boleh dipengaruhi oleh 

hawa nafsu walau dari manapun datangnya, dari dalam atau 

dari luar, dalam menegakkan kejernihan hidup antar agama ini. 

Dengan penuh keyakinan akan kebenaran yang ada pada 

sisinya dan keluasan dada yang ditumbuhkan oleh kalimat 

tauhidnya. Kalimat Tauhid yang membawa keyakinan 

kepadanya, bahwa Allah adalah Tuhan bagi segenap manusia, 
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maka seorang Muslim harus memancarkan di sekelilingnya 

jiwa tasamuh dan toleransi dalam menghadapi agama lain. 

Ajaran Islam menghadapi orang yang berlainan agama sebagai 

berikut: “Katakanlah: Aku diperintahkan untuk berlaku adil di 

antara kamu, Allah adalah Tuhan kamu dan Tuhan kami, bagi 

kami amalan kaim dan bagi kamu amalan kamu dan tidaklah 

ada perselisihan antara kamu dan kami. Allah akan 

menhimpun antara kamu dan kami. Dan kepadanyalah tempat 

kita semua kembali” {QS. As-Syura [42]: 15}. 

6. Toleransi yang diajarkan oleh Islam dalam kehidupan antar 

agama bukanlah suatu toleransi yang bersifat pasif melainkan 

aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang 

lain. Aktif dan bersedia senantiasa untuk mencari titik 

persamaan antar bermacam-macam perbedaan. Bukan itu 

saja, melainkan kemerdekaan beragama bagi seorang Muslim 

adalah suatu nilai hidup yang lebih tinggi daripada nilai jiwanya 

sendiri. Apabila kemerdekaan agama terancam dan tertindas 

bagi bukan orang yang beragama Islam, maka seorang Muslim 

berkewajiban untuk melindungi kemerdekaan ahli agama 

tersebut agar manusia umumnya merdeka untuk menyembah 

Tuhan menurut agamanya masing-masing dan di mana perlu 

dengan mempertahankan jiwanya. Al-Qur’an mengajarkan 

bahwa “Seorang Muslim diperintahkan untuk berjuang 

mempertahankan orang yang kena kezaliman, yaitu mereka 
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terusir dari tempat kediamannya hanya lantaran mereka 

bertuhan Allah. Ia harus berjuang untuk mempertahankan 

biara-biara, gereja-gereja, tempat-tempat sembahyang dan 

masjid-masjid yang di dalamnya diseur dan disebut nama 

Allah”.22 

Dengan demikian, jelas bahwa Islam dapat menjamin 

kemerdekaan agama dan menyuburkan kehidupan beragama di 

Indonesia dengan cara yang positif. Kalau arang memang hendak 

menjamin kemerdekaan agama dan hendak menegakkan kejernihan 

hidup antar agama di tengah-tengah penduduk Indonesia yang 

bermacam-macam agama sebagai dasar kesatuan Negara, maka tidak 

ada perpecahan melainkan kemesraan, keindahan, dan kedamaian yang 

memang watak rakyat yang bersifat toleran. Dengan toleransi itu dapat 

terpelihara perdamaian antar agama dan rasa ketakutan serta 

kekuatiran di kalangan bangsa kita yang beragama lain, pasti akan 

lenyap dan akan timbul pengertian baru yang lebih segar, sebagai dasar 

yang subur untuk membangun lahir dan batin bagi Negara yang 

berkebajikan yang diliputi oleh kemampuan Ilahi.23 Tetapi memang sulit 

untuk memberikan pemahaman kepada Kristen yang selalu curiga dan 

rasa ketakutan kepada Islam sehinga orang-orang Kristen selalu 

menolak dengan berbagai cara sehingga melahirkan salah faham dan 

bisa kepada konflik. Bahkan Husain Umar menegaskan bahwa sikap 

kalangan Kristen terhadap umat Islam yang kokoh, konsisten, tegar, 
                                                           

22 M. Natsir.  Islam dan Kristen, op.cit, hlm. 203-205 
23 Ibid, hlm. 205-206 
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hampir-hampir tanpa kompromi, dan tanpa toleransi karena sikap yang 

intoleransi tersebut antara lain dapat dilihat pada berbagai fakta sejarah 

sebagai berikut: 

1. Awal kemerdekaan, penyususnan UUD 1945. Dicoret tujuh 

kata dalam Mukaddimah UUD 1945 yang diterima bulat pada 

tanggal 11 dan 16 Juli 1945 oleh Badan Penyidik Usaha-usaha 

Prsiapan Kemerdekaan. Tujuh kata dalam Preambul UUD 1945 

yang dicoret tersebut berbunyi “…dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan 

satu ultimatum bahwa mereka lebih baik memilih berada di 

luar Republik apabila keinginan mereka [dihapuskan tujuh kata 

itu] tidak dipenuhi, akhirnya sejarah mencatat Preambul 

Mukaddimah UUD 1945 mengalami perubahan. 

2. Dalam siding Konstituante [1957-1959], baik dalam Panita 

Persiapan Konstitusi maupun dalam perdebatan tentang dasar 

negara kalangan Kristen dengan gigih menolak apabila Islam 

dijadikan dasar ideology negara. 

3. Dalam siding IV MPRS 1966. Golongan Kristen dengan tegas 

menolak penafsiran ketetapan No. XX/MPR/1966 sebagai 

ketetapan yang menegaskan bahwa “Piagam Jakarta yang 

menjiwai UUD 1945 itu identik dengan Pembukan, sehingga 

merupakan bagian dari UUD dan berkekuatan hukum. 

Menurut mereka, bahwa Piagam Jakarta hanya ditempatkan 

dalam konsiderans Dektrit 5 Juli 1959, dan bukan dalam 
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dictum atau keputusan Dekrit itu. Jadi menurut mereka bahwa 

Piagam Jakarta itu sama sekali tidak berkekuatan hukum. 

4. Dalam siding Istimewa MPRS 1967. Sebelum siding dimulai ke 

dalam Badan Pekerja MPRS dimasukkan suatu usul tertulis 

yang antara lian mengajukan agar kewajiban melakukan ibadat 

diwajibkan bagi setiap pemeluk agama, dan bahwa agama 

resmi adalah agama Islam. Presiden dan Wakil Presiden harus 

beragama Islam. Usul ini dengan gigih ditolak terutamma oleh 

kalangan Kristen. 

5. Dalam siding V MPRS. Golongan Kristen dibantu oleh golongan 

nasionalis/nonmuslim lainnya menolak rumusan Pembukaan 

dari Rancangan GBHN yang berisi: Isi tujuan kemerdekaan 

yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 

dituangkan dalam UUD 1945 yang terdiri dari batang tubuh 

dilandasi oleh Pancasila serta dijiwai oleh Piagam Jakarta. 

Mereka menolak rumusan tersebut dengan beralasan bahwa 

kata “dijiwai” menimbulkan arti seolah-olah Piagam Jakarta 

adalah jiwa sedangkan UUD 1945 itu tubuhnya. Pihak 

Kristen/Katolik menyatakan, Secara obyektif, berkataan 

menjiwai dalam Dektrit itu harus diartikan, bahwa sebagian 

besar Piagam Jakarta, kecuali tujuh kata yang dicoret, 

dimaksudkan dalam Pembukaan yang diterima pada tanggal 18 

Agustus 1945, dan Pembukaan itu adalah jiwa UUD 1945. 

Tidak ada jiwa yang lain. Kalau dikatakan oleh sementara 
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pihak, bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD dan bukan 

Pembukaan yang menjiwainya, itu dapat menimbulkan arti, 

bahwa justru tujuh kata yang telah dicoret itulah yang 

menjiwai UUD 1945. Jadi hal itu harus ditolak. 

6. Peristiwa Musyawarah Antar Golongan Agama, tanggal 30 

November 1967. Musyawarah diikuti oleh wakil-wakil 

golongan Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. 

Musyawarah ini diselenggarakan dalam upaya mencari jalan 

keluar sehubungan dengan terjadinya ketegangan antar umat 

beragama khususnya antar umat Islam dan Kristen. Di 

beberapa daerah relah terjadi kerusuhan-kerusuhan seperti di 

Ujung Pandang [Oktober 1967], di Meulaboh Aceh [Juni 1976], 

dan perusakan sekolah Kristen di Palmerah, Slipi, Jakarta Barat. 

Musyawarah ini boleh dikatakan gagal karena tidak mencapai 

perumusan yang diharapkan. Di dalam konsep Pernyataan 

Bersama yang telah diajukan oleh Menteri Agama [KH. Moh. 

Dahlan]. Pihak Kristen menolak satu klausul yang paling 

menentukan bagi terwujudnya kerukunan umat beragama 

apabila dapat disepakati. Klausul yang ditolak pihak Kristen itu 

berbunyi “…..tidak menjadikan umat telah beragama sebagai 

sasaran penyebaran agama masing-masing”. Klausul ini 

berasal dari cuplikan pidato Pejabat Presiden Soeharto. Pihak 

Islam, Hindu, dan Buddha menyetujui konsep klausul tersebut. 

Sementara pihak Kristen Katolik dan Protestan berkeras 
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menolak. Alasan pihak Kristen menolak klausul tersebut, 

menunjukkan betapa konsiten sikap mereka, apabila 

berhadapan dengan nilai-nila atau situasi tertentu yang bisa 

mengurangi eksistensi mereka. Mereka mengemukakan alas 

an-alasan dari kitab Injil: “Dan kamu akan menjadi saksi 

bagiku, baik di Yerussalem, baik di seluruh tanah Judea atau 

Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi” [Kisah Rasul-rasul, 

1: 8], dan pergilah ke seluruh dunia dan maklumkanlah Injil ke 

seluruh makhluk” [Markus, 16: 15]. 

7. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Konferensi Nasional Gereja dan 

Masyarakat yang diselenggarakan di Salatiga dari tanggal 19-

29 Juni 1967 disponsori Dewan Gereja-gereja di Indonesia 

[sekarang PGI] telah memberikan Penilaian terhadap TAP 

MPRS no. XX/MPRS/1966. Konferensi menilai bahwa Menurut 

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 beserta lampirannya 

juncto ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, Pancasila 

merupakan sumber daripada segala sumber hukum. Iman 

Kristen tak dapat menerima pandangan itu. Yang merupakan 

sumber daripada segala sumber hukum  adalah tidak lain 

daripada Tuhan Yang Maha Esa, yang kita kenal dalam Yesus 

Kristus. Dia jugalah sumber dari Pancasila. 

8. Rancangan Undang-undang Pernikahan untuk umat Islam 

[1976]. RUU ini mirip dengan RUU [Rencana Undang-undang] 

Peradilan Agama, 1987, yang jelas-jelas didasarkan pada 
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kaidah-kaidah hukum Islam. RUU Pernikahan untuk umat Islam 

ini ditolak dengan sengit, terutama oleh kalangan Kristen. 

Puncaknya berupa aksi “walk aut” wakil-wakil Katolik di DPR, 

dipelopori oleh Da Costa dan Hary Tjan Silalahi. Di samping itu, 

mereka menyebarkan memorandum tertanggal 1 Februari 

1969 dengan judul “Undang-undang Perkawinan harus tidak 

bermitifkan alas an-alasan agama. Selanjutnya  kesimpulan 

akhir memorandum tersebut sangat tendensius, mengada-ada 

yakni dengan mengetengahkan dua pilihan sikap. 

a. Mempertahankan Negara Republik Proklamasi 17-18-1945 

yang berarti sumber tertinggi tertib hukum nasional adalah 

Pembukaan UUD 45 dengan Pancasila yang dirumuskan di 

situ sebagai unsur terpokoknya, atau 

b. Merobohkan Negara Pancasila Republik Proklamasi 17-18-

1945 dan membentuk negara Republik Indonesia baru yang 

berdasarkan agama yang berarti hukum Nasional 

bersumber tertinggi pada wahyu Tuhan dan agama masing-

masing. Hukum nasional dalam arti yang murni, hanya 

dapat diperlakukan terhadap mereka yang tidak beragama. 

Dengan memahami bahwa RUU Pernikahan untuk umat Islam 

itu jelas-jelas menyandarkan materi RUU tersebut pada syariat 

[hukuk] Islam, maka fraksi Partai Katolik/Kristen menuduh 

bahwa umat Islam memilih, ingin merobohkan Republik 

Proklamsi 1945, karena menjadikan  bukan UUD ’45 sebagai 
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sumber hukum tetapi syariat Islam. Suatu tuduhan yang sangat 

berani. 

9. Rancangan Undang-undang Perkawinan [1973]. RUU ini dinilai 

kalangan Islam sebagai salah satu RUU yang tidak dipersiapkan 

secara cermat. Sangat banyak pasal-pasal dalam RUU tersebut 

yang bertentangan dengan syariat Islam sebagai agama yang 

dianut mayoritas penduduk. Sikap kalangan Kristen justru gigih 

membela RUU ini dan dalam tahap-tahap pembahasan di DPR 

sikap mereka cukup mempersulit RUU ini menjadi Undang-

undang sehingga mengundang campur tangan Pangkobkamtib 

[Jenderal Soemitro]. Akhirnya melalui pembahasan yang a lot 

dan demonstrasi generasi muda Islam, RUU ini kemudian 

disahkan menjadi Undang-undang setelah melalui perubahan 

yang cukup signifikan [UU No. 1 tahun 1974]. Meskipun dalam 

pandangan kalangan para ahli hukum Islam UU Perkawinan ini 

masih memiliki kelemahan-kelemahan [cacat]. 

10. Suarat Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun1978 tentang 

Penyiaran Agama. Dalam SK Mentreri  Agama tertanggal 1 

Agustus 1979 itu antara lain dicantumkan. Penyiaran agama 

tidak dibenarkan: 

a. Ditunjukan terhadap orang dan atau orang-orang yang 

telah memeluk suatu agama lain. 

b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian 

materil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan, 
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dan lain-lain, agar supaya orang tertarik untuk memeluk 

sesuatu agama. 

c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamphlet, bulletin, 

majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah/ di 

rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain. 

d. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah 

kerumah orang yang telah memeluk agama lain dengan 

dalih apa pun. 

Surat keputusan ini baik oleh pihak Katolik maupun Protestan 

ditolak tegas-tegas. SK ini oleh mereka dinilai bertentangan 

dengan UUD 1945, kebebasan beragama, dan hak-hak asasi 

manusia. 

11.  SK. Menteri Agama No. 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar 

Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Sama 

dengan penilaian mereka terhadap SK Menteri Agama No. 70 

tahun 1978, SK ini pun ditolak kalangan Kristen dengan tegas. 

Untuk kedua SK Menteri Agama [Alamsyah] ini Badan Pekerja 

Harian Dewan Gereja-gereja di Indonesia [DGI] dan Majelis 

Agung Waligereja Indonesia [Mawi], ketika itu membentuk 

satu tim yang membuat kertas telaah [study paper] yang berisi 

sanggagahan terhadap kedua SK Menteri Agama ini. Ketegasan 

sikap menolak kedua SK Menteri Agama tersebut antara lain 

dilukiskan dalam satu bagian dari study paper, berbunyi: Hal-

hal yang diputuskan sekarang ini akan mempunyai 
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pengaruhnya dalam tahun-tahun dan puluhan tahun yang 

akan datang. Dalam kesadaran itulah tinjauan ini dengan 

segala kelemahan dan kekurangannya dipersembahkan, 

dengan ajakan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, 

berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam 

pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam 

persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia [1 Kor. 

15: 58]. 

12. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional [UU No. 2 Th. 

1989]. Berkenaan dengan Sistem Pendidikan Nasional [UU No. 

2 Th. 1989], mengenai Penjelasan Pasal 28 ayat [2] yang 

berbunyi:  Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama 

sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik 

yang bersangkutan. Penjelasan ini dengan sangat gigih ditolak 

oleh kalangan Kristen dan mereka meminta kepada Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih dirinci lagi dalam 

Peraturan Pelaksanaan. Maka pada tahun 1990, Peraturan 

Pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan 

Pemerintah dan sejauh itu tak satu pun dari PP UU Sistem 

Pendidikan Nasional itu yang bertentangan dengan materi 

Undang-undang. Pada bulan Oktober 1990 Komisi IX DPR telah 

mengadakan rapat kerja dengan Mendikbud, Fuad Hasan. 

Dalam rapat tersebut, telah terjadi selisih pendapat tentang 

kewajiban sekolah dan hak siswa menerima pelajaran agama, 
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berkenaan dengan pasal 16 PP 28/1990 dari UU No. 2/1969 

tentang sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal-pasal itu 

sebutkan bahwa “Siswa berhak memperoleh pendidikan 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya”. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa seorang siswa penganut 

agama lain di lingkungan sekolah yang berciri khas keagamaan 

tertentu akan memperoleh pendidikan agama sesuai dengan 

agama yang dianutnya siswa bersangkutan. Sikap kalangan 

Kristen lebih mencerminkan sikap menghindari dari kewajiban 

mematuhi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan 

salah menafsirkan penegrtian yang sesungguhnya sangat jelas 

dan seharusnya. Hal ini, menimbulkan konskuensi yakni anak 

didik yang beragama Islam yang berada di sekolah-sekolah 

Kristen tidak saja akan tetapi memperoleh hak-haknya 

mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama 

yang dianutnya,( sesuai dengan tuntutan undang-undang 

),bahkan bepeluang untuk dimurtadkan melalui proses 

pendidikan yang dilaluinya karena keharusan mengikuti 

pendidikan agama yang “tidak sesuai dengan agama yang 

dianutnya sebagai anak didik“. Hal ini menjadi sangat 

mengkhawatirkan apabila dihubungkan dengan tujuan 

sekolah-sekolah Kristen ( katolik ) sebagaimana dicantumkan 

dalam surat Kongregasi Pendidikan Katolik tentang Sekolah 

Katolik, S.K.n.45, S.K.n.49, sebagai berikut : “…membangun 
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manusia seutuhnya, karena di dalam Kristus,Manusia 

Sempurna, semua nilai manusia dipenuhi dan disatukan.Di 

sinilah letak ciri khas Katolik dari sekolah” (Surat Kongregasi 

Pendidikan Katolik tentang Sekolah Katolik, S.K.n.35). “Sekolah 

Katolik mempunyai tugas khusus membentuk murid-muridnya 

menjadi Kristus seutuhnya, dan tugas itu mempunyai arti 

istimewa sekarang, karena keluarga dan masyarakat tidak 

memadai”. (S.k.n.45). “Sekolah Katolik harus membentuk 

murid-muridnya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Untuk 

dapat mencapai tujuan itu tujuan pengajaran Injil benar-benar 

merupakan unsur dasar dalam proses pendidikan karena 

membantu murid mampu memilih secara sadar penghayatan 

cara hidup yang bertanggung jawab”. (S.K.n.49). 

13.  Reaksi keras terhadap RUU Peradilan Agama . Belum pernah 

kalangan Kristen begitu keras, terbuka, bersatu, seperti ketika 

menentang Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama 

(Islam) yang dianggap akan sangat menguntungkan golongan 

Islam.Sehingga untuk itu mereka tidak segan-segan 

menyebarkan fitnah, memutar balikan fakta-fakta sejarah, 

memberikan penafsiran yang keliru terhadap berbagai 

perangkat perundang-undang, GBHN, TAP-TAP MPR, Wawasan 

Nusantara, dan Pancasila. Lebih jauh, berbagai tuduhan 

ditujukan ka alamat RUUPA. Tuduhan bahwa RUUPA 

bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan UUD 
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’45, dan bertentangan dengan Wawasan Nusantara. Lebih jauh 

lagi dituduhkan bahwa RUUPA merupakan tahapan menuju 

negara Islam, bahkan menghubung-hubungkannya dengan 

usha DITII, kegagalan Konstituante, lebih lanjut mereka 

mempertanyakan apakah RUUPA ini ada tidak hubungan 

dengan usaha kelompok ekstrim kanan atau hasil kompromi.24  

Dari fakta-fakta tersebut, nampak jelas bahwa kaum Kristeniani 

tidak mau bertoleransi, bahkan intoleransi terhadap berbagai aturan 

untuk kebaikan dan kedamaian bersama bagi bangsa Indonesia selalu 

ditolak dan ditentang. Begitu pula, SKB  No. 1 Tahun 1969 yang 

mengatur tentang “Pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah dalam 

menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan 

ibadat agama oleh pemeluk-pemeluk-pemeluknya”. SKB ini, ditetapkan 

tanggal 13 September 1969 dan ditandatangani oleh Menteri Agama KH. 

Moh. Dahlan dan Menteri dalam Negeri Amir Machmud. SKB No. 1 

Tahun 1969 oleh Kristen dianggap sebagai “Penjajahan Terselubung”.25 

 

 

  

 

                                                           
24 Adian Husaini, Solusi Damai Islam dan Kristen di Indonesia, {Jakarta: Pustaka Dai, 2003}, 

cet. 1, hlm. 5-17 
25 Ibid, hlm. 181-183 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam bagian penutup ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa  

agama Kristen datang ke Indonesia melalui para penjajah, baik melalui 

penjajahan Protugis, maupun penjajahan Belanda yang ada di Indonesia 

sehingga  dikenal dalam masyarakat bahwa agama Kristen adalah agama 

dunia Barat karena Kristen Katolik identik dengan Protugisnya dan 

Kristen Protestan identik dengan Belandanya. Maka wajar, M. Natsir 

menulis tentang agama Kristen di Indonesia karena ia melihat dan 

memperhatikan dengan seksama bahwa kaum Kristiani tidak 

bertoleransi, bahkan banyak menolak dan menentang berbagai aturan 

untuk kepentingan bersama dan juga selalu mengadakan kristenisasi 

dengan jalan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. 

Bahkan banyak menyalagunkan diakonia atau pelayanan kepada 

masyarakat yang tidak mampu. 

 M. Natsir juga, mengkritisi agama Kristen tersebut baik yang 

berkenaan dengan sejarah, kitab suci, kristenisasi, dan diakonia. Tetapi 

M. Natsir memberikan solusinya bagi kedamaian Bangsa Indonesia 

dengan melakukan modus vivindi dan membina kerukunan antar umat 

beragama dan khususnya antara Islam dan Kristen. Kedua agama inilah 

yang selalu ada konflik karena merasa dirinya paling benar, missi yang 
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agresif, dan selalu ada kecurigaan. Bahkan M. Natsir mengajak kepada 

kaum Kristiani untuk mengadakan tiga hal, yaitu: 

 1. Golongan Kristen tanpa mengurangi  hak dakwah mereka 

untuk membawa pekabaran Injil sampai ke ujung bumi supaya 

menahan diri dari maksud dan tujuan program kristenisasi itu. 

2. Orang Islam pun harus dapat menahan diri, jangan cepat-

cepat melakukan tindakan-tindakan fisik. Hal ini hanya bisa 

dilakukan apabila orang Kristen dapat menahan diri. 

3. Sementara itu, pemerintah harus bertindak cepat terhadap 

pihak Kristen yang telah tidak mematuhi larangan pemerintah, 

agar tidak timbul perasaan tidak berdaya di kalangan orang 

Islam, seolah-olah mereka tidak mendapat perlindungan 

hukum dan jaminan hukum terhadap rongrongan pihak lain. 

Di samping itu, M. Natsir mengajak pula kepada kaum Kristiani 

untuk menciptakan kehidupan secara damai dan harmonis antara lain: 

1. Antara pemeluk beragama di Indonesia ini supaya hidup 

berdampingan secara baik, saling menghargai dan toleransi. 

2. Agar semua agama di Indonesia merasakan arti hidup intern 

umat beragama dengan pemerintah. 

3. Terwujudnya perdamain anatara masyarakat yang berbeda 

agama di negara ini dengan kepentingan pembangunan 

nasional. 
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4. Menghindari terjadinya perang agama sebagaimana yang 

terjadi di berbagai belahan dunia ini. 

5. Tidak kalah pentingnya adalah mengajak semua manusia 

dengan peragama yang paling esensial, yaitu keadilan dalam 

kergaman beragama.  

B. Rekomendasi 

Penelitian yang berkenaan dengan “Padangan M. Natsir Tentang 

Missi Agama Kristen di Indonesia” merekomendasikan bahwa penelitian 

ini, belum tuntas perlu ada yang menindaklanjuti penlitian yang 

berkenaan dengan pemikiran M. Natsir tersebut. Di samping itu, bahwa 

penelitian ini, dapat memberikan masukan supaya kita memahami 

karakteristik agama Kristen yang selalu membuat konflik dengan 

melakukan Kristenisasi dan diakonianya terhadap kaum muslimin yang 

tidak mampu, maka kita harus selalu mengadakan dialog dengan kaum 

Kristiani supaya mereka memahami dan menghargai serta tidak 

mengajak kaum muslimin dengan berbagai caranya dan supaya tidak 

ada konflik antara Islam dan Kristen sehingga tercipta kerukunan dan 

kedamaian yang harmonis. 
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